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 MOTTO 
 
 
 
 اُىنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي  أمُكنِم ِر أمَ ألْا يِلُوأَو َلىُس َّرلا اىُعيَِطأَو َه ّـَللا اىُعيَِطأ  
 
Q.S An-Nisa’: 59 
 Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan taatilah rasul-nya 
dan ulil amri (pemimpin) diantara kamu..”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, PT SygmaExamediaArkanleema, 
(Bandung, 2009), H.69. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi di kalangan pembaca 
terhadap judul skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, 
Kabupaten Lampung Selatan), maka perlu mengemukakan pengertian beberapa 
istilah pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 
Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 
2
 
Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan 
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
3
 
Tinjauan Fiqh Siyasah berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa 
(untuk memahami); pandangan; pendapat tentang suatu konsep yang berguna 
untuk mengatur dan mengurusi kehidupan manusia tentang ketatanegaraan dalam 
bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah 
kemudharatan bagi manusia itu sendiri.
4
 
                                                             
2
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 157. 
3
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 4. 
4
 Ibid. 
 Penerapan berasal dari kata “Terap” yang berarti Pohon Sukun Hutan atau 
dalam konteks ini berarti Lakukan. Jadi Penerapan adalah proses, cara, atau 
praktik dari menerapkan atau melakukan suatu hal.
5
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan setingkat peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh menteri dalam negeri, dikeluarkan oleh 
kementerian dalam negeri, disahkan presiden dalam sebuah lembaran negara, 
aturan ini bersifat mengikat sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Pengangkatan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata 
angkat, yang memiliki arti proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau 
penetapan sebagai pegawai.
6
 
Pemberhentiaan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata 
henti, yang memiliki arti proses, cara, perbuatan menghentikan. 
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam 
penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam sekertariat desa, dan 
unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7
 
Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian-pengertian pada istilah di 
atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian yang 
membahas secara jelas dan rinci mengenai persoalan Tinjauan Fiqh Siyasah 
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang 
                                                             
5
 Ibid. 
6
   Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 
7
 Saibani, A, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta : bee media 
pustaka, 2016) h.306 
 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Desa Palas Aji, 
Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan). 
B.       Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 
1. Terindikasi belum diberlakukan aturan dalam pengkatan dan 
pemberhentian perangkat desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, 
Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu persoalan ini perlu diteliti 
dan di amati berdasarkan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 
2. Permasalahan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
Palas Aji, Kecamatan  Palas, Kabupaten Lampung Selatan ini sangat 
menarik untuk dikaji secara mendalam, karena adanya relavansi 
permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari di 
program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah). 
C. Latar Belakang Masalah 
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8
 
Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa seperti layaknya 
Menteri bagi Presiden. Perangkat Desa membantu Kepala Desa untuk melayani 
                                                             
8
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5), h.3 
 warga desa. Perangkat Desa berasal dari warga desa setempat yang di angkat oleh 
Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. 
Perangkat Desa ini memiliki Peranan penting dalam Pemerintahan desa 
yang mana paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka dibentuk 
lah sebuah Undang-Undang yang mengatur. yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 
2014 Tentang Desa, dan kembali dijelaskan mengenai pengangkatan dan 
pemberhentian Perangkat Desa dalam sebuah Peraturan Menteri, yaitu Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga Pemerintahan Desa memiliki dasar 
hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 
Seperti yang telah diatur dalam Peraturan  Menteri Dalam Negeri No.83 
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 
Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa memiliki persyaratan sebagai 
berikut: 
Dalam Pasal 2 yang berisi: 
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah 
memenuhi persyaratan umum dan khusus. 
(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang 
sederajat; 
b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) 
tahun; 
 c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa 
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 
d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 
(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul 
dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. 
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah.
9
 
Kemudian mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Diatur dalam Pasal 5 
yang berisi: 
(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi 
dengan Camat. 
(2)  Perangkat Desa berhenti karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Permintaan sendiri; dan 
c. Diberhentikan. 
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c karena: 
a.  Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan   
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10
 
                                                             
9
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 2, h.4 
10
 Ibid. 
  Yang menjadi permasalah dalam pembahasan skripsi ini adalah penerapan 
Peraturan Menteri Dalam negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya dalam Pasal 2 yang berisi tentang 
Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa, yang mana dalam pasal ini yang 
menjadi permasalahan adalah isu pendidikan, yang mana terdapat perangkat desa 
yang belum memenuhi standar minimal pendidikan dalam peraturan menteri 
tersebut. 
Jika dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah, Perangkat Desa atau 
Pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah 
Wizârah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan 
demikian dikarenakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang 
berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian dankebijaksanaan pemerintah dan 
pelaksanaannya.
11
 
Dalam  First encyclopedia of Islam disebutkan bahwa kata Wizârah atau 
wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut Kitab Zend Avesta, kata ini berasal 
dari vicira yang berarti orang yang memutuskan atau hakim. Dengan pengertian 
diatas, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau 
kerajaan. 
Jadi ditarik kesimpulan bahwa Wazir ini memiliki pengertian pembantu 
kepala negara dalam menjalankan tugasnya.
12
 Apabila dikaitkan dengan penelitian 
ini Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-
tugasnya. 
                                                             
11
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h.166 
12
 Ibid. 
 Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu kepala negara 
dapat dilihat dari Abu Bakar Ash Shidiq RA yang membantu tugas-tugas 
kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa 
Khulafaur Rasyidin juga terlihat dari Pengangkatan atau Pembaiatan Abu Bakar 
Ash Shidiq RA sebagai Khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau 
membentuk struktur pemerintahan yang mana ada wazir didalamnya.
13
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk itulah maka penulis 
terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul: 
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Studi Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten 
Lampung Selatan). 
D. Fokus Penelitian 
  Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa yang berlokasi di Desa Palas Aji, Kecamatan 
Palas, Kabupaten Lampung Selatan. 
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 ibid 
 E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di 
Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ? 
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, 
Kabupaten Lampung Selatan ? 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.  
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palas Aji, 
Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. 
G. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini: 
1. Secara teoritis:  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata 
negara dalam bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi 
 yang berguna bagi akademisi sebagai bahan referensi yang 
mendukung bagi pelaksanaan pembelajaran maupun penelitian dalam 
bidang yang sama. 
2. Secara praktis:  
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah 
Kabupaten Lampung Selatan didalam menyelenggarakan pemilihan 
Perangkat Desa, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan positif bagi Pihak Kecamatan Palas dan Kepala Desa Palas 
Aji, agar penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa dimasa mendatang dengan lebih teratur sesuai dengan 
aturan yang berlaku, sehingga Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa dapat dijamin Akuntabilitasnya. 
H.     Metodologi Penelitian 
Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 
melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk 
mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang 
ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis 
untuk mewujudkan kebenaran.
14
  Sedangkan menurut Kartini Kartono, metode 
penelitian dapat diartikan sebagai: “Cara-cara berfikir dan berbuat yang 
dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai 
tujuan penelitian.”15 
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 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa metode 
penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara 
yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau 
cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Untuk 
mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu 
mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jenis Penelitian  
Menurut jenisnya, penilitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field 
research). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
16
  
Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten 
Lampung Selatan terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dan 
penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti yaitu Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di 
Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari fiqh 
siyasah. 
Selain menggunakan penelitian lapangan (field research), jenis studi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data 
dan informasi dengan bantuan refrensi buku-buku, majalah, jurnal yang terdapat 
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 di ruang perpustakaan.
17
  Jadi yang dimaksud dengan studi kepustakaan yaitu 
mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari 
berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi 
dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu khususnya 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palas Aji, 
Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Sumber Data 
Sumber data ialah tempat atau orang dimana data di peroleh.
18
 Sedangkan 
data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu.
19
 Bila 
dilihat dari segi sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan 
sumber primer, dan sumber sekunder, yaitu sebagai berkut: 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data-data yang yang di peroleh 
langsung dari sumber pertama.  Dengan demikian, maka data primer 
dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama 
berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk 
di ambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini 
adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan struktur di Desa Palas 
Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan dan sumber 
pendukung lain yang menunjang hasil penelitian ini. 
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 b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan 
kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari 
pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri 
pengumpulanya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro 
statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.
20
  
Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini 
adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan 
dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa seperti 
buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini, serta sumber yang 
lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan 
tema yang di bahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan 
dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang 
berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku 
majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau 
tesis, jurnal dan dokumen resmi.
21
  
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 
karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti 
dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 
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 sebagainya.
22
 Dalam Penelitian ini populasinya adalah Perangkat Desa 
dan Masyarakat di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten 
Lampung Selatan. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu, 
jelas dan lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi.
23
 Dalam 
Penelitian ini teknik pengumpulan sampel menggunakan Teknik 
Proposive sampling, yaitu teknik yang menggunakan ciri atau sifat 
yang spesifik dilihat dari populasi untuk dijadikan sampel, jadi sampel 
tidak diambil secara acak.
24
 Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain: Kepala Desa Palas Aji (1 orang), Sekertaris Desa Palas 
Aji (1 orang), Kepala Urusan (Kaur) Desa Palas Aji (1 orang), Kepala 
Dusun Desa Palas Aji(1 orang), dan Warga(1 orang). 
4. Pengumpulan Data  
a. Observasi 
Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data 
dengan mengulas dan mencatat secara sistematis kejadian atau 
fenomena yang sedang diteliti.   Teknik observasi yang digunakan 
adalah jenis observasi partisipan yaitu pengamat ikut serta dalam 
kegiatan.   Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengamati 
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam 
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 Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Studi Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten 
Lampung Selatan). 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan 
pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada obyek 
untuk mendapatkan respon secara langsung, dimana interaksi yang 
terjadi antara pewancara dan obyek penelitian ini menggunakan 
interview bentuk terbuka sehingga dapat diperoleh data yang lebih 
luas dan mendalam.
25
  
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara terpadu atau terpimpin, atau istilah lain kebebasan dalam 
wawancara dibatasi oleh bahan yang telah disiapkan (guide interview). 
Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Tinjauan Fiqh 
Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Studi Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 
Selatan). 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal 
atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk 
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 melengkapi data-data penulis terkait penelitian Tinjauan Fiqh Siyasah 
Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Studi Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 
Selatan). 
5. Pengolahan Data 
Metode pengelolaan data pada penelitian ini, mengunakan beberapa 
langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali, yaitu memeriksa kembali 
data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan 
makna, dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang di 
utamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Sedangkan langkah-
langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah mengecek keterwakilan dan 
kelengkapan para informan. 
Selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu menyusun dan mensestematisasikan 
data yang yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah 
pembahasan yang ada kaitanya dengan pelitian yang dilakukan.
26
  Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengkelasifikasikan 
jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban 
para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. 
Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari 
jawaban para informan ini terkumpulkan dan tersusun secara sitematis, maka 
dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. 
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 Adapun langka-langka yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara 
memberikan kembali data hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa 
kebenaranya. 
6.        Analisis Data 
Tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan 
mempelajari dan memila-mila data menjadi satuan yang dapat dikelola dan 
menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.  Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini 
merupakan metode analisa data dengan cara mengambarkan keadaan atau status 
fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut katagori 
untuk memperoleh kesimpulan.
27
   
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan 
masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaiatan dengan objek 
penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana 
pengambilan kesimpulan itu merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dari 
pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan segera  terjawab pertanyaan yang ada 
dalam rumusan masalan di dalam latar belakang masalah. 
  
                                                             
27
 Lexy J. Moleong, Op. Cit., h. 248 
 BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Perangkat Desa menurut Fiqh Siyasah 
a. Pengertian dan Perkembangan Wazir 
Yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah adalah adalah salah satu aspek hukum 
yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh 
Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang 
terkandung didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat.
28
 
Fiqh siyasah terdiri dari 2 kata yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologis 
fiqh merupakan bentuk masydar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-
fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 
memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara 
terminologis fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang 
bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil terperinci. 
Kata siyasah secara etimologis siyasah mempunyai beberapa makna. Yang 
berasal dari kata  sâsa yang artinya mengatur, mengurus, atau memerintah, politik 
dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologis, siyasah memiliki 
arti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan 
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 dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan 
Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan tentang 
masalah ketatanegaraan dalam Islam. Fiqh siyasah memiliki beberapa objek studi 
dan pembidangan fiqh siyasah antara lain sebagai  berikut: 
1. Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
Undangan) 
2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum) 
3. Siyasah Qadha,iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan) 
4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan moneter) 
5. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara) 
6. Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan 
Internasional) 
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
Undangan) 
8. Siyasah Harbiyah / Azkariyyah Syar’iyyah (Politik peperangan / 
Pertahanan) 
Objek studi fiqh siyasah yang berkenaan dengan penelitian ini adalah 
Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan). Jika 
dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah, Perangkat Desa atau Pembantu tugas 
Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah Wizârah diambil dari 
kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan 
 seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah 
dilimpahkan sebagian dan kebijaksanaan Pemerintah dan pelaksanaannya.  
Dalam  First encyclopedia of Islam disebutkan bahwa kata Wizârah atau 
wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut Kitab Zend Avesta, kata ini berasal 
dari vicira yang berarti orang yang memutuskan atau hakim. Dengan pengertian 
diatas, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau 
kerajaan. Jadi ditarik kesimpulan bahwa Wazir ini memiliki pengertian pembantu 
kepala negara dalam menjalankan tugasnya.  
Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu kepala negara 
dapat dilihat dari Abu Bakar Ash Shidiq RA yang membantu tugas-tugas 
kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa 
Khulafaur Rasyidin juga terlihat dari Pengangkatan atau Pembaiatan Abu Bakar 
Ash Shidiq RA sebagai Khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau 
membentuk struktur pemerintahan yang mana ada wazir didalamnya.
29
 
Menurut sumber lain, kata wazir ini terdapat dalam al-Qur’an surat al-
furqon dan Surat Thaha, wazir disebut secara jelas dalam konteks Nabi Harun AS 
yang diangkat sebagai wazir pada masa Nabi Musa, yang dalam firman Allah 
Sebagai berikut: 
 ُهاَخَآ ُوَؼَم َانْلَؼَجَو َبَاذِكْما َسَوُم َانَْيٓثآ َْدَلمَواًريِزَو َنوُراَى  
Artinya:  
“Kami telah menjadikan Harun saudara (Musa) sebagai wazir(pembantu)-
nya”. (QS.Al-Furqan: 35) 
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 ِلْىَآ ْنِم اًريِزَو ِلِ ْلَؼْجاَو 
Artinya: 
“Dan jadikanlah seorang Pembantu(Wazir) dari keluargaku(Nabi Harun 
AS)”. (QS.Thaha: 29) 
 
Dalil hadis sebagai berikut: 
 ْب ِنَْحْ َّرما ِدْبَغ ْنَغ ٍد َّمَحُم ُنْب ُْيَْىُز َاَنز َّدَح ُديِمَْوما َاَنز َّدَح ُِّيّرُْمما ٍرِمَاػ ُنْب َسَوُم َاَنز َّدَح ْنَغ ِ
ِ َاْلما ِن
 ََّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ُلوُسَر َلَاك َْتمَاك َةَِضئَاػ ْنَغ ِويِبَآ َريِزَو َُهُ َلَؼَج ا ًْيَْخ ِيِْمَْأَِال ُ َّللَّا َداَرَآ اَذ
ّ
ا 
 ْن
ّ
ا ٍءوُس َريِزَو َُهُ َلَؼَج َِلَِذ ََْيْغ ِوِب ُ َّللَّا َداَرَآ اَذ
ّ
اَو َُوهَاػَآ َرَنَذ ْن
ّ
اَو ُهَرَّنَذ ََِسِو ْن
ّ
ا ٍقْدِص َْْ م ََِسِو 
وْنُِؼي َْْ م َرَنَذ ْن
ّ
اَو ُهْر ِّنَُذي
30
 ُُ  
Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Amir Al Murri, telah 
menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Zuhair bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari 
Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apabila 
Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin maka Allah akan 
menjadikan baginya menteri(wazir) yang jujur, apabila ia lupa maka ia akan 
mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia akan membantunya. Dan 
apabila Allah menghendaki selain itu (keburukan) pada diri seorang 
pemimpin maka Allah jadikan baginya menteri (pembantu) yang buruk, 
apabila ia lupa maka ia tidak mengingatakannya, dan apabila ia ingat maka 
ia tidak membantunya.".  (HR. Abu Dawud: 2543) 
Wazir dalam pengertian ini berarti tidak hanya mengurusi urusan atau 
masalah kenabian, tapi juga masalah imamah. Wazir adalah orang yang diangkat 
oleh penguasa tertinggi untuk mengemban tugas yang berat, membantu memberi 
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 saran dan menjadi rujukan dalam menghadapi masalah tertentu. Jabatan ini 
disebut Wizarah. 
Jabatan Wizarah ini sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah. 
Yang mana Rasul menunjuk Abu Bakar AS dan Umar bin Khatab sebagai 
wazirnya. Setelah Rasul wafat maka kaum muslimin membaiat Abu Bakar 
sebagai Khalifah dan Umar sebagai Wazirnya dan diteruskan hingga Khalifah 
Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
31
 
Pada masa Kerajaan Umayyah, wazir adalah jabatan tertinggi dalam masa 
tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan terhadap semua hal, selain bertindak 
dengan kekuatan defensif dan ofensif. Selain pengawasan secara umum, Wazir 
juga melakukan pengawasan militer, seperti pemberian gaji militer tiap bulannya 
dan lain-lain.
32
 
Pada masa Kerajaan Abbasiyah, kedaulatan atau kekuasaan Raja pada masa 
ini banyak berkembang, sehingga kedudukan Wazir semakin bertambah bersar 
dan penting. Yang contohnya menjadi utusan sebagai perwakilan kekuasaan 
eksekutif. Semua orang tunduk kepadanya, dan ia memegang pengawasan 
terhadap pembukuan yang membagikan gaji para tentara, dan megawasi 
pengumpulan dan distribusi uang. Lebih lagi ia juga memegang pengawasan 
terhadap “pena” dan korespondensi dipercayakan padanya, untuk menjaga 
rahasia-rahasia raja dan menjaga gaya bahasa yang baik, karena saat itu rakyat 
banyak yang belum memahaminya. Khatam  diletakkan dalam dokumen Raja agar 
tersimpan baik dan tidak tersebar secara umum. 
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 Kemudian, pada masa bani abbas ini kontrol penuh terhadap raja dapat 
dilakukan oleh orang lain, kadang kontrol ini berada ditangan wazir kadang 
berada ditangan Raja. Saat kontrol itu berada pada wazir, ia menunjuk seorang 
Khalifah untuk menjadi utusannya dalam mengurusi urusan agama agar hukum 
syariat terlaksana dengan baik. 
Pada masa ini, wizarah terbagi 2 yaitu wizarah tanfidz dan wizarah tafwidl. 
Wizarah tanfidz (wizarah eksekutif) dan ini saat raja mengontrol sendiri persoalan 
yang dihadapinya (wazir melaksanakan keputusan-keputusannya). Kemudian 
wizarah tafwidl (wizarah utusan) ketika wazir menguasai raja dan Khalifah diutus 
untuk melaksanakan tugas-tugas khalifah. Hal ini menyebabkan timbulnya 
perbedaan pendapat antara masing-masing wazir. 
 Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Wizarah tafwidl boleh ikut dalam urusan peradilan, sedangkan wizarah 
tanfidz tidak boleh. 
2. Wizarah tafwidl boleh mengangkat Gubernur dan pejabat-pejabat tinggi 
negara, sedangkan wizarah tanfidz tidak boleh. 
3. Wizarah tafwidl bisa menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan 
perang, wizarah tanfidz tidak mempunyai kekuasaan itu. 
4. Wizarah tafwidl mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara 
dan mengeluarkan dari baitul mal, wizarah tanfidz tidak mempunyai 
wewenang seperti itu. 
Dari perbedaan itu maka persyaratan untuk bisa menjadi Wizarah tafwidl 
dan wizarah tanfidz memiliki perbedaan sebagai berikut: 
 1. Wizarah tafwidl harus lah memiliki agama Islam, sedangkan wizarah 
tanfidz bisa nonmuslim. 
2. Wizarah tafwidl harus tahu dan mengerti tentang hukum-hukum Islam. 
3. Tahu tentang strategi dan taktik perang dan tahu cara mengurusi 
keuangan negara menjadi syarat untuk menjadi Wizarah tafwidl, 
sedangkan wizarah tanfidz tidak. 
Kekuasaan Wizarah tafwidl ini sangat besar dan perlu dibedakan dengan 
kekuasaan imam. 
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Perbedaan itu adalah sebagai berikut: 
1. Imam bisa menunjuk penggantinya, seperti penunjukan Umar oleh Abu 
Bakar, wizarah tafwidl tidak bisa melakukan hal seperti itu. 
2. Imam bisa meletakkan langsung jabatannya kepada rakyat, sedangkan 
wizarah tafwidl tidak bisa. 
3. Imam bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh wizarah tafwidl 
dan wizarah tafwidl tidaka bisa memecat orang yang diangkat oleh 
Imam. 
Jadi, yang dimaksud dengan wizarah tafwidl adalah orang yang meminta 
bantuan kepada Imam serta diberi tugas untuk mengurusi urusan pemerintahan 
sesuai dengan ijtihad. 
Pada masa dinasti Turki, jabatan seorang wazir tidak lagi menjadi jabatan 
yang tinggi, tapi telah menjadi jabatan yang rendah dan namanya diganti dengan 
wakil atau naib. 
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 Dalam dinasti ini wazir bertugas mengumpulkan pajak tanah, bea cukai, dan 
pajak untuk memperoleh hak memilih (Kharaj, maks, jizyah). Serta mengurusi 
pendapatan dan belanja negara dan gaji tentara dan pejabat pemerintahan. 
Kebiasaan orang Turki adalah mengangkat wazir dari kalangan orang Qibthi 
(Coptic), yang mengurusi pajak dan tata buku. Raja juga terkadang memberikan 
jabatan itu kepada kalangan yang berkuasa (ahl al syawkah).
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b. Persyaratan 
Dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, kurang lebih ada 11 syarat menjadi seorang 
pemimpin atau kepala negara. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
35
 
1. Harus beragama Islam 
Seperti yang ditemukan dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 59: 
 ۖ ُْكُنِم ِرْمَْأَا ِلِوُآَو َلوُس َّرما اوُؼيِطَآَو َو ّـَلنا اوُؼيِطَآ اُونَٓمآ َني ِ َّلَّا َا ُّيَُّآ َيَ 
 Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan taatilah rasul-nya dan ulil 
amri (pemimpin) diantara kamu...” 
 Harus beragama Islam ini disimpulkan dari kata minkum yang bermaktub 
pada akhir ayat ini, ditafsirkan sebagai minkum ayyuhalmuslimun, yang 
berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim.  
Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad SAW juga bersabda 
sebagai berikut: 
 ُنْب ُما َّوَْؼما ََنَأَْبهَآ َلَاك ٌْيْ َ ضُى َاَنز َّدَح َلَاك َداَدْغَبِب ُّيِمْزِراَوُْخما َسَوُم ُنْب ُدِىاَجُم َنَ ََبَْخَآ ِنْب َرَىْزَآ ْنَغ ٍبَصْوَح
 َم ِنْب َِسوَآ ْنَغ ٍدِصاَراوُضُلَْنث َلََو َينِنِْشُْْمما ِرَانِب اوُئيِضَخ ْ َسج َلَ َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ُلوُسَر َلَاك َلَاك ٍِلِا 
 يِبَرَغ ُِْكُيمِحاَوَخ ََلَّػ
36
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 “Telah mengabarkan kepada kami (Mujahid bin Musa Al Khuwarizmi) di 
Baghdad, ia berkata; telah menceritakan kepada kami (Husyaim) ia berkata; 
telah memberitakan kepada kami (Al 'Awwam bin Hausyab) dari (Azhar bin 
Rasyid) dari (Anas bin Malik) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Janganlah kalian menggunakan api orang musyrikin 
sebagai penerangan (minta pendapat dari mereka), dan jangan engkau ukir 
cincinmu dengan bahasa arab (Muhammad Rasulullah)." (HR. Al Nasa‟i: 
5114) 
 Kata nar(api) yang dimaksud dalam hadist diatas adalah berarti 
kekuatan atau kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada orang non 
muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis diatas yang dapat menjadi 
pemimpin atau penguasa umat muslim hanya dari kalangan muslim saja dan 
bukan dari non muslim. Syarat ini menjadi penting karena dalam sebuah 
negara islam ada satu tugas yaitu menerapkan syariat Islam, yang mana 
mustahil bagi orang yang bukan muslim untuk menerapkan syariat Islam 
yang notabene tidak percaya kepada syariat Islam.  
2. Harus seorang laki-laki 
Syarat yang kedua adalah harus seorang laki-laki ini dikemukakan dalam 
firman Allah, Q.S. An-Nisa ayat 34: 
ۚ ِْْ يِماَوْمَآ ْنِم اوُلَْفهَآ اَمِبَو ٍضَْؼب ََٰلَّػ ُْْ يَضَْؼب ُ َّللَّا َل ََّضف اَمِب ِءاَس
ِّ نما ََلَّػ َنوُما ََّوك ُلاَجِّرم  ُتاَحِما َّصمَاف ٌتَاخِهَاك
 ِعِجاَضَْمما ِفِ َّنُىوُرُْهْاَو َّنُىوُظِؼَف َّنُىَزوُُضو َنُوفاََتَ ِتِ َّلَّماَو ۚ ُ َّللَّا َظِفَح اَمِب ِبْيَْغلِن ٌتاَظِفاَح ْن
ّ
َاف ۖ َّنُىُوِب ْْ اَو 
اًيِْبَن اييَِلػ َنَكَ َ َّللَّا َّن
ّ
ا ۗ ًلَّيِبَس َّنَِْيَْلػ اوُغَْبث ََلَّف ُْكَُنْؼَطَآ 
Artinya: 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
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 (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan 
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. 
Senada dengan surat ini, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam 
hadisnya yang berbunyi: 
 َِكِب ُ َّللَّا ِنَِؼََفه َْدَلم َلَاك َةَرَْكب ِبَآ ْنَغ ِنَسَْحما ْنَغ ٌفْوَغ َاَنز َّدَح َِثَْيَْيما ُنْب ُناَْمثُغ َاَنز َّدَح ِ َّللَّا ِلوُسَر ْنِم َا َُ ْؼ ِ َ  ٍةَم
 ََْصأِب َقَْحمَآ ْنَآ ُتْدِن اَم َدَْؼب ِلَمَْجما َم َّيََآ َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا َلوُسَر ََؽَلب ا ََّمم َلَاك ُْْ يَؼَم َلِثَاُكَأف ِلَمَْجما ِبا
 َو ٌمَْوك َحِلُْفي َْنم َلَاك ى َْسِْن َْتنِب ْْ َِْيَْلػ اوُكَّلَم َْدك َسِرَاف َلْىَآ َّنَآ َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّصةَآَرْما ُْهَُرْمَآ اْوَّ م
37
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Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Haitsam) Telah 
menceritakan kepada kami (Auf) dari (Al Hasan) dari (Abu Bakrah) dia 
berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu 
kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang 
Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku 
ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di 
pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: 
"Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." 
(H.R. Bukhari: 4073) 
Hadist ini pertama kali dipopulerkan oleh Abu Bakrah yang merupakan 
mantan seorang budak yang dihadapkan pada suatu kondisi untuk memilih 
pemimpin, yang mana dia dituntut untuk memilih Ali bin Abi Thalib 
Khalifah keempat dan suami Fatimah anak kesayangan Nabi atau 
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 mendukung Aisyah, istri kesayangan Nabi dan anak dari Abu Bakar 
Khalifah pertama. Yang dikonfirmasi dari Aisyah terkait sikapnya yang 
sesesungguhnya dalam oposisi kekuasaan Ali bin Abi Thalib, yang secar 
diplomasi ia menjelaskan sikapnya dengan menyetir hadist ini. 
Ada 4 alasan mengapa wanita tidak dapat dijadikan seorang pemimpin. 
Yang pertama, secara fitrah wanita tidak mampu melakukan peran politik 
seperti mengatur negara atau menjadi kepala negara. Karena itu wanita 
hanya diberi peran domesstik untuk mengurusi urusan rumah tangga. 
Kedua, wanita tidak akan sanggup berkopetisi dengan pria. Yang ketiga, 
wanita memiliki kekurangan akal dan agama. Dan keempat, asumsi teologis 
yang menyatakan bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki. 
Alasan keempat ini lah yang paling dominan pengaruhnya. 
3. Harus baligh atau dewasa 
Firman ini terdapat dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 5, sebagai 
berikut: 
 ُْهُُوكُزْراَو اًماَيِك َُْكُم ُ َّللَّا َلَؼَج ِتَِّ ما َُُكُماَوْمَآ َءَايَف ُّسما اُوثُْؤث َلََوًافوُرْؼَم ًلََْوك ُْْ َيم اُومُوكَو ُْهُوُسْناَو َايِْف  
Artinya:  
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. 
 Ayat di atas memberikan alasan bahwa wali hakim tidak diperbolehkan 
untuk memberikan harta anak yatim yang berada dibawah penganpuannya 
untuk dikelola sendiri sebelum ia dewasa. Sebab anak yang belum dewasa 
tidak akan mampu mengurusi harta kekayaannya sendiri. Dikaitkan 
 kedengan pemimpin, anak yang belum dewasa saja tidak boleh mengelola 
harta kekayaannya sendiri, apalagi untuk mengelola atau memimpin suatu 
negara yang akan mengurusi urusan orang lain. Kelompok tertentu, seperti 
Syi’ah al-Rafidhah, yang membolehkan seorang yang belum dewasa untuk 
menjadi pemimpin suatu negara. Menurut Ibnu Hazm, hal tersebut sangat 
keliru. Karena anak yang belum dewasa belum terkena khitab untuk 
menjalanka tugas agama, sedangkan orang yang dewasa sudah terkena 
khitab untuk menjalankan tugas ajaran-ajaran agama. 
Selain ayat tersebut, Rasul SAW juga bersabda dalam hadist-nya sebagai 
berikut: 
 ََْسْيَم ِنْب َر َُعُ ُنْب ِ َّللَّا ُدْيَبُغ َاَنز َّدَح ُةَرْىَز ٍليِلَغ ُوبَآ َِنِز َّدَح َبوُّ يَآ ِبَآ ُنْب ُديِؼَس َاَنز َّدَح َدِي َي ُنْب ِ َّللَّا ُدْبَغ َاَنز َّدَح َة
 َذَو َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص َِّبَِّنما َكَرْدَآ َْدك َنَكََو ٍماَضِى ِنْب ِ َّللَّا ِدْبَغ ِه ِّدَج ْنَغ ٍدَبْؼَم ُنْب ِوِب ْتَبَى ُْتنِب َُبْنيَز ُو ُّمُآ
 ِ َّللَّا ُلوُسَر َلَاَلف ُوْؼِيَال ِ َّللَّا َلوُسَر َيَ َْتمَاَلف َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ِلوُسَر َلَ
ّ
ا ٍدْي َُحْ َوُى َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص 
وَسِآَر َحَسََمف ٌيِْغَص
38
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“Telah menceritakan kepada kami ('Ubaidullah bin Umar bin Maisarah), 
telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Yazid), telah menceritakan 
kepada kami (Sa'id bin Abu Ayyub), telah menceritakan kepadaku (Abu 
'Aqil Zahrah bin Ma'bad), dari (kakeknya yaitu Abdullah bin Hisyam), dan 
ia pernah bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ibunya yaitu 
Zainab binti Humaid telah membawanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, kemudian berkata; wahai Rasulullah, bai'atlah dia! 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ia masih kecil." 
Kemudian beliau mengusap kepalanya.” (HR. Abu Daud: 2553) 
Hadist ini menjelaskan bahwa anak yang belum dewa tidak boleh 
diangkat atau di bai’at menjadi seorang pemimpin atau kepala negara. Yang 
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 artinya hanyalah orang yang sudah dewasa lah yang oleh menjadi 
pemimpin.  
Yang dalam konstitusi negara-negara modern seperti sekarang ini dewasa 
dikategorigan berdasarkan umur, seperti 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. 
Yang mana dalam ajaran Islam tidak ada penentuan dewasa berdasarkan 
umur dan tidak ada ketentuan yang baku mengenai aturan berapa umur 
minimal orang dapat dijadikan seorang pemimpi atau kepala negara. 
Apabila mengikuti seperti saat pertama Allah mengangkat Nabi dan 
Rasulnya, boleh ditetapkan dalam usia minimal seorang pemimpin adalah 
40 tahun, namun umat islam diberikan kebebasan untuk menetapkan sendiri 
batas minimal umur yang paling tepat bagi calon pemimpin atau kepala 
negaranya. 
4. Harus adil 
Terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat Shad ayat 26 
yang berbunyi: 
 َيَ َ َّلِّضَُيف ٰىََوْيما ِعِبَّ َدث َلََو ِّقَْحمِال ِساَّنما ََْينب ُْكُْحَاف ِضْرَْأَا ِفِ ًةَفيِلَخ َكَاْنلَؼَج َّنَ
ّ
ا ُدوُواَد َّن
ّ
ا ۚ ِ َّللَّا ِليِبَس ْنَغ 
 ِباَسِْحما َمَْوي اوَُسو اَمِب ٌديِدَص ٌباََذػ ُْْ َيم ِ َّللَّا ِليِبَس ْنَغ َنوُّلَِضي َني ِ َّلَّا 
Artinya: 
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan 
kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan 
Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan”. 
 
 
 Senada dengan hadist Rasul SAW : 
 ُنْب ِ َّللَّا ُدْيَبُغ َدَاػ َلَاك ِنَسَْحما ْنَغ ِبَيْصَْأَا ُوبَآ َاَنز َّدَح َخو َُّرف ُنْب ُنَاْبيَص َاَنز َّدَح  ِفِ َِّنِيُْمما ٍراََسي َنْب َلِلْؼَم ٍدَيَِز
 َْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ِلوُسَر ْنِم ُوُخْؼ ِ َ  ًاثيِدَح َُمز ِّدَحُم ِّنِ
ّ
ا ٌلِلْؼَم َلَاك ِويِف َتاَم ي ِ َّلَّا ِوِضَرَم َّنَآ ُتْمَِلػ َْوم َ َّلَّسَو ِو
 َلوُسَر ُتْؼ ِ َ  ِّنِ
ّ
ا َمُْخز َّدَح اَم ًةَايَح ِلِ  َمَْوي ُتوَُمي ًةَّيِغَر ُ َّللَّا ِويِغ َْتََْسي ٍدْبَغ ْنِم اَم ُلوَُلي َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا
ةَّنَْجما ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َم َّرَح َّلَ
ّ
ا ِوِخَّيِغَرِم ٌّشَاغ َوُىَو ُتوَُمي
39
 َُ  
“Telah menceritakan kepada kami (Syaiban bin Farrukh) telah menceritakan 
kepada kami (Abu al-Asyhab) dari (al-Hasan) dia berkata, "Ubaidullah bin 
Ziyad mengunjungi (Ma'qil bin Yasar al-Muzani) yang sedang sakit dan 
menyebabkan kematiannya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin 
menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku pernah mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekiranya aku mengetahui bahwa 
aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya. 
Sesunguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 'Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya 
lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan 
Surga atasnya'.” (HR.Muslim: 203) 
Kepala negara yang adil adalah kepala negara yang memiliki integritas 
moral yang tinggi. Menurut Al-Jurjani ada cirinya yaitu, menjauhkan diri 
dari dosa-dosa besar dan tidak  melakukan dosa-dosa kecil, selalu memihak 
kebenaran, dan menghindari perbuatan hina. Seperti yang diungkapkan Al-
Jurjani, menurut Al-Mawardi pemimpin  yang adil adalah pemimpin yang 
berkata benar, jujur, bersih dari hal yang diharamkan, menjauhi dosa, tidak 
ragu, mampu mengontrol emosi, dan menonjolkan sikap yang baik dalam 
hal agama maupun dunia. Menurut Al-Ghazali, kepala negara yang adil 
adalah kepala negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau 
mengurangi hukuman yang semestinya, selalu menepati jalan kebenaran, 
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 memiliki rasa malu, murah hati, meluruskan bawahan yang berbuat zalim, 
tidak sombong dan pemarah.  
5. Harus pandai menjaga amanah dan profesional 
Dapat ditemukan dalam Al-Qur‟an surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
 ٌيَِْلػ ٌظيِفَح ِّنِ
ّ
ا ۖ ِضْرَْأَا ِنِئاَيَخ ََٰلَّػ ِْنِلَؼْجا َلَاك 
Artinya: 
“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 
sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan". 
Seperti ayat diatas Rasul SAW bersabda dalam hadist : 
 ِىاَرْب
ّ
ا َِنِز َّدَح و ح ٌحَْيلُف اََنز َّدَح َلَاك ٍنَان ِ س ُنْب ُد َّمَحُم َاَنز َّدَح َِنِز َّدَح َلَاك ٍحَْيلُف ُنْب ُد َّمَحُم اََنز َّدَح َلَاك ِرِذْنُْمما ُنْب ُيْ
 َّلََّص ُِّبَِّنما اََمْنَيب َلَاك َةَرْيَرُى ِبَآ ْنَغ ٍراََسي ِنْب ِءاَطَغ ْنَغ ٍَِّلػ ُنْب ُلَلَِّى َِنِز َّدَح َلَاك ِبَآ  ِفِ َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا
 ُث ِّد َُيُ ٍسِلْجَم َف ُث ِّد َُيُ َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ُلوُسَر َضََمَف َُةػا َّسما َتََم َلَاَلف ٌِّباَرْغَآ ُهَءاَج َمَْوْلما ُضَْؼب َلَال
 َلَاك َُوثيِدَح ََضَك اَذ
ّ
ا َّتََح ْعَمَْسي َْْ م َْلب ُْْ يُضَْؼب َلَاكَو َلَاك اَم َهِرََكف َلَاك اَم َع ِ َ  ِمَْوْلما  َِةػا َّسما ْنَغ ُلِئا َّسما ُهاَرُآ َنْيَآ
َاك َا َُ َغاَض
ّ
ا َفْيَن َلَاك ََةػا َّسما ْرَِظْخهَاف َُةهاَمَْأَا ْتَؼ ِّيُض اَذ
ّ
َاف َلَاك ِ َّللَّا َلوُسَر َيَ َنََآ اَى َلَاك َِْيْغ َلَ
ّ
ا ُرْمَْأَا َد ِّسُو اَذ
ّ
ا َل
َةػا َّسما ْرَِظْخهَاف ِِلِْىَآ
40
 َُ  
“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sinan) berkata, telah 
menceritakan kepada kami (Fulaih). Dan telah diriwayatkan pula hadits 
serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku (Ibrahim bin Al 
Mundzir) berkata, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Fulaih) 
berkata, telah menceritakan kepadaku (bapakku) berkata, telah menceritakan 
kepadaku (Hilal bin Ali) dari (Atho' bin Yasar) dari (Abu Hurairah) berkata: 
Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu majelis 
membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu 
bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi shallallahu 'alaihi 
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 wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum 
ada yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak 
menyukai apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian yang 
mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga 
akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, 
seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang 
itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah 
terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan 
kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat”. (HR.Bukhari: 57) 
Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang 
bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang 
dimilikinya untuk menjalankan dengan baik semua tugas dan kewajiban 
yang diemban olehnya. Sedangkan kepala negara yang profesional adalah 
kepala negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan 
kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Pertama, 
penunjukan bawahan semisal menteri berdasarkan kemampuan dan 
kecakapan dalam menjalankan tugas bukannya dari kedekatan atau yang 
diseput dengan nepotisme. Kedu mengelola dengan baik semua harta 
kekayaan negara sesuai dengan al-qur‟an dan sunnah. Sehingga tidak 
mungkin ia melakukan korupsi, baik memperkaya diri sendiri maupun orang 
lain. 
Dalam Surat Yusuf ayat 55 tersebut disebutkan pemimpin negara itu 
harus memiliki sifat amanah dan profesional seperti pada masa Nabi Yusuf 
 AS yang memimpin Mesir menuju puncak negara makmur, maju, adil, dan 
sejahtera. 
6. Harus kuat atau sehat fisik dan mental,dapat dipercaya, dan berilmu atau 
berwawasan luas 
Syarat ini dikemukakan dalam Al-Qur‟an dalam 2 ayat, yaitu sebagai 
berikut: 
-Al-Qasas ayat 26 
 َْتمَاك  ُينِمَْأَا ُّيِوَْلما َتْرَِجأَخ ْ سا ِنَم َْيَْخ َّن
ّ
ا ۖ ُهْرِِجأَخ ْ سا َِتبَآ َيَ اَُهُاَدْح
ّ
ا  
Artinya: 
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya". 
-Al-Baqarah ayat 247 
 َنَْيَلػ ُْلُّْمما َُهُ ُنوُكَي ٰ َّنََّآ اُومَاك ۚ ًكًِلَم َتُوماَط َُْكُم َرََؼب َْدك َ َّللَّا َّن
ّ
ا ُْْ ُّيَِْبه ُْْ َيم َلَاكَو ِال ُّقَحَآ ُن ْ ََ َو ا َْْ مَو ُْونِم ِْلُّْمم
 ُ َّللَّاَو ۖ ِْ ْسِْجماَو ِْلِّْؼما ِفِ ًةَطَْسب ُهَداَزَو ُْكَُْيَلػ ُهاَفَطْصا َ َّللَّا َّن
ّ
ا َلَاك ۚ ِلاَْمما َنِم ًةَؼَس َتُْؤي  ُۚءاََضي ْنَم ُوَْكلُم ِتُِْؤي 
 ٌيَِْلػ ٌعِساَو ُ َّللَّاَو 
Artinya: 
“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah 
mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana 
Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan 
pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup 
banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih 
rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". 
Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”. 
 
  
Senada dengan ayat diatas Rasul SAW bersabda dalam hadist, yang artinya: 
 َس ُنْب ُرْيَّ لنا َِنِز َّدَح ِرْيَّلنا ُنْب ُبْيَؼُص ِبَآ َِنِز َّدَح ِرْيَّلنا ِنْب ِبْيَؼُص ُنْب ِِلَّْمما ُدْبَغ َاَنز َّدَح ُنْب ُدِي َي َِنِز َّدَح ٍدْؼ
 ْب ِرَْكب ْنَغ ٍبيِبَح ِبَآ َيَ ُْتلُك َلَاك ٍّرَذ ِبَآ ْنَغ َِبَْن
َْأَا َة َْيَْجُح ِنْبا ْنَغ ِّيِم َْضَْْحما َدِي َي ِنْب ِثِراَْحما ْنَغ وٍر َْعُ ِن
 
ّ
اَو ٌفيِؼَض َمَّ ه
ّ
ا ٍّرَذ َالَآ َيَ َلَاك َُّثُ ِبِِْكنَم ََلَّػ ِهِدَيِب َب َََضْف َلَاك ُِنِلِمْؼَخ ْ َسج َلََآ ِ َّللَّا َلوُسَر َا َّنَّه ِةَماَيِْلما َمَْوي َا َّنَّه
ّ
اَو َُةهاَمَآ
 َويِف ِوَْيَلػ ي ِ َّلَّا ىَّدَآَو اَي ِّل َِبِ اَىَذَخَآ ْنَم َّلَ
ّ
ا ٌةَماََدهَو ٌيْيِخ
41
ا  
“Telah menceritakan kepada kami (Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits) telah 
menceritakan kepadaku bapakku (Syu'aib bin Laits) telah menceritakan 
kepadaku (Laits bin Sa'ad) telah menceritakan kepadaku (Yazid bin Abu 
Habib) dari (Bakr bin 'Amru) dari (Al Harits bin Yazid Al Hadhrami) dari 
(Ibnu Hujairah Al Akbar) dari (Abu Dzar) dia berkata, saya berkata, "Wahai 
Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?" Abu 
Dzar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau 
seraya bersabda: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang 
jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah 
kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan 
haq dan melaksanakan tugas dengan benar." (HR.Muslim: 3404) 
Syarat kekuatan atau sehat fisik yang dimaksud diatas adalah harus 
lengkapnya anggota tubuh, tidak cacat, buta, tuli, dan tidak ada gangguan 
kesehatan yang dapat menimbulkan terganggunya atau kendala bagi 
melaksanakan tugas sebagai kepala negara. Sedangkan sehat mental, 
mempunyai pengertian tidak pengecut, tidak gila, dan gangguan mental lain 
yang menyebabkan terganggunya atau kendala bagi melaksanakan tugas 
sebagai kepala negara. 
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 Sedangkan syarat keilmuan ada 2 macam. Pertama, Ilmu syariat atau 
ilmu agama, yakni ilmu Al-Qur‟an, hadist, bahasa Arab, ilmu fiqh dan ushul 
fiqh, ilmu nasakh, dan ilmu perbedaan pendapat antar ulama dalam bidang 
ushul dan furu’. Kedua, Ilmu umum atau ilmu dunia, seperti politik, tata 
negara, ekonomi, dan ilmu cabang lainnya yang menunjang kelancaran 
tugasnya sebagai kepala negara. 
7. Harus seorang warga negara islam yang berdomisili diwilayah negara 
Islam 
Syarat ini terdapat dalam Al-Qur‟an Surat Al-Anfal ayat 72: 
 ََُصهَو اْوَٓوآ َني ِ َّلَّاَو ِ َّللَّا ِليِبَس ِفِ ِْْ يِسُْفهَآَو ِْْ يِماَوَْمأِب اوُدَىاَجَو اوُرَجاَىَو اوُنَٓمآ َني ِ َّلَّا َّن
ّ
ا ُْْ يُضَْؼب َمِئ   َموُآ او  ُءاَيِمْوَآ
 َْندْسا ِن
ّ
اَو ۚ اوُرِجَاُيُّ ٰ َّتََح ٍء َْشَ ْنِم ْْ ِ َِ َيَلََو ْنِم َُْكُم اَم اوُرِجَاُيُّ َْْ مَو اُونَٓمآ َني ِ َّلَّاَو ۚ ٍضَْؼب ُُكَُْيلََؼف ِني ِّدّا ِفِ ْ
ُُ و َُص
 َمِب ُ َّللَّاَو ۗ ٌقَاثيِم ُْْ َْنََيبَو َُْكُْنَيب ٍمَْوك ََٰلَّػ َّلَ
ّ
ا ُْصَّنما ٌيَِْصب َنُولَمَْؼث ا  
Artinya:  
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad 
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang 
memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang 
muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) 
orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada 
kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka 
berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam 
(urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan 
kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan 
mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. 
 Berdasarkan ayat diatas, kepala negara islam tidak hanya cukup 
beragama Islam, tapi lebih dari itu ia haruslah warga negara Islam. Senada 
dengan ayat tersebut Rasul SAW juga bersabda dalam hadist yang artinya: 
 َف َكُوباَجَآ اَم َّنُ َُ َّ َيَأف ٍلَلَِّخ ْوَآ ٍلاَصِخ ِثََلَّز َلَ
ّ
ا ُْْ يُغْدَاف َينِنِْشُْْمما ْنِم َك َّوَُدػ َتيَِلم اَذ
ّ
اَوا َُّثُ ُْْ ْنََغ َّفُنَو ُْْ ْنَِم ْلَبْك
 َد ْنِم ِل ُّوَحَّخما َلَ
ّ
ا ُْْ يُغْدا َُّثُ ُْْ ْنََغ َّفُنَو ُْْ ْنَِم َْلبْكَاف َكُوباَجَآ ْن
ّ
َاف ِمَلَّْس
ّ
ْلَا َلَ
ّ
ا ُْْ يُغْدا َنِيرِجَايُْمما ِراَد َلَ
ّ
ا ِْهُِرا
 َم ُْْ َيَلف َِلَِذ اُولََؼف ْن
ّ
ا ْْ ُ َّنَّهَآ ُْهُ ِْبَْخَآَونِيرِجَايُْمما ََلَّػ اَم ْْ َِْيَْلػَو َنِيرِجَايُْملِن ا
42
 َُ   
“...Apabila mereka (non muslim) mau memeluk Islam, maka terimalah 
keIslaman mereka itu dan lindungilah mereka. Kemudian sarankan kepada 
mereka untuk hijrah kewilayah kaum Muhajirin. Bila mereka bersedia, 
beritahukanlah bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum 
Muhajirin”. (HR.Muslim: 3261) 
Berdasarkan hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kaum 
muslim tidak bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama kecuali menjadi 
warga negara Islam.  
8. Harus cinta kebenaran (shiddiq) 
Kepala negara yang cinta kebenaran adalah kepala negara yang dalam 
segal urusannya dan memerintah untuk selalu benar dalam perkataan, 
perbuatan, niat, dan cara berfikirnya. Kepala negara yg cinta kebenaran juga 
akan memenuhi janjinya dan mengedapankan bukti ketimbang mengobral 
sumpah dan janji palsu. 
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 9. Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, 
dan program kerja serta peraturan yang ada secara jujur dan transparan 
Kepala Negara yang demikian haruslah santun dalam perkataan, dan 
perbuatan, menjadi contoh bagi rakyatnya. 
10. Harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik 
Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang cekatan dan 
inovatif dalam mengatasi segala macam problematika yang dihadapi oleh 
rakyatnya. 
11. Harus keturunan quraisy 
Quraisy adalah suku asal Nabi Muhammad SAW. Syarat ini tidak 
terdapat dalam Al-Qur‟an, tapi terdapat dalam beberapa hadist. Salah satu 
hadis yang populer adalah sebagai berikut: 
 َآ ِناَمَْيما ُوبَآ َاَنز َّدَح َو ََةيِواَؼُم ََؽَلب ُوَّ هَآ ُث ِّد َُيُ ٍْ ِؼْطُم ِنْب َِْيْبُج ُنْب ُد َّمَحُم َنَكَ َلَاك ِّيِرْى ُّيما ْنَغ ٌبْيَؼُص َنَ ََبَْخ ُهَدْنِغ َوُى
 َك ْنِم ٌِلَّم ُنوُكَي َ س ُوَّ هَآ ُث ِّد َُيُ ِصاَْؼما ِنْب وِر َْعُ َنْب ِ َّللَّا َدْبَغ َّنَآ ٍْشيَرُك ْنِم ٍْدفَو ِفِ َمَاَلف َُةيِواَؼُم َبِضََغف َناَطْح
 ُز َّدَحََخي ُْكُْنِم ًلَاَجِر َّنَآ ِنََِغَلب ُوَّ ه
ّ
َاف ُدَْؼب ا َّمَآ َلَاك َُّثُ ُُلِْىَآ َوُى اَمِب ِ َّللَّا ََلَّػ َْنََزَأف ِ َّللَّا ِبَاخِن ِفِ ْتَْسَيم َريِداَحَآ َنو
 ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ِلوُسَر ْنَغ َُرثُْؤث َلََو  َلوُسَر ُتْؼ ِ َ  ِّنِ
ّ
َاف َاَيلْىَآ ُّلُِضث ِتَِّ ما َِّنِاَمَْأَاَو ْ ُُ َّيَ
ّ
َاف ُْكُُماَُّجُ َمَِئمُوَأف َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ
ا ُوَّبَن َّلَ
ّ
ا ٌدَحَآ ْْ ِيُِّداَُؼي َلَ ٍْشيَرُك ِفِ َرْمَْأَا اَذَى َّن
ّ
ا ُلوَُلي َ َّلَّسَو ِوَْيَلػ ُ َّللَّا َّلََّص ِ َّللَّا ُ َّللَّ  اوُمَاكَآ اَم ِو ِْجَُو ََلَّػ
ني ِّدّا
43
 َُ  
“Telah bercerita kepada kami (Abu Al Yaman) telah mengabarkan kepada 
kami (Syu'aib) dari (Az Zuhriy) berkata; (Muhammad bin Jubair bin 
Muth'im) pernah bercerita kepadanya bahwa ada berita yang sampai kepada 
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 (Mu'awiyah) yang saat itu dia sedang mempunyai urusan dengan orang 
Quraisy bahwa'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash menceritakan bahwa akan 
ada raja dari kalangan suku Qahthan (di Yaman). Mu'awiyah kemudian 
marah lalu berdiri kemudian memuji Allah Ta'ala dan segala pengagungan 
yang memang hanya patut bagi-Nya kemudian berpidato; "Hadirin yang 
dimuliakan. Sungguh telah sampai kepadaku orang-orang dari kalian yang 
menyampaikan pembicaraan yang tidak ada dalam Kitab Allah dan juga 
bukan dinukil dari sabda Rasulullah Shallallhu 'alaihi wa salam. Mereka 
itulah orang-orang bodoh dari kalian. Oleh karena itu kalian harus waspada 
terhadap angan-angan yang menyesatkan para pelakunya. Sungguh aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallhu 'alaihi wa salam bersabda: 
"Sesungguhnya urusan (khilafah/pemerintahan) ini berada pada suku 
Quraisy dan tidak ada seorangpun yang menentang mereka melainkan Allah 
Ta'ala pasti akan menelungkupkan wajahnya ke tanah selama mereka 
(Quraisy) menegakkan ad-din (agama)". (HR. Bukhari: 3239) 
C. Mekanisme Pengangkatan 
1. Metode pengangkatan langsung oleh Allah 
Menurut Al-Maududi, Kepala Negara Islam pertama adalah Nabi 
Muhammad SAW. Sewaktu di Mekah, Nabi Muhammad SAW hanya sebagai 
kepala agama saja. Setelah hijrah ke Madinah beliau tidak hanya diakui 
sebagai pemimpin agama, tetapi juga menjadi dan diakui sebgai Kepala 
Negara pertamanya (it’s first head). Sebagai Kepala Negara Madinah 
menurut Al-Maududi Nabbi Muhammad SAW sama sekali tidak dipilih oleh 
siapapun, tapi dipilih langsung oleh Allah SWT. 
Namun menurut pendapat dari Prof.Ahmad Sukardja, Pemilihan Nabi 
menjadi pemimpin negara itu melalui proses yang unik. Nabi dipilih karena 
memiliki kualitas yang unik, yaitu memegang risalah disamping pemimpim 
 masyarakat politik. Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi 
baiat. Syahadat bersifat religius, berisi pengakuan adanya Allah dan 
Muhammad sebagai Rasul Allah. Didalamnya terkandung kesediaan dan 
tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku risalah. Sedangkan, baiat lebih 
bersifat keduniaan, yang merupakan lembaga perjanjian antar sesama 
manusia, yang isinya berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik. 
2. Metode pengangkatan langsung oleh Allah dan Rasulnya 
Penunjukan pemimpin atau kepala negara oleh Allah dan Rasulnya, 
menurut kaum syi‟ah itsna „asyariyah (syi‟ah imam dua belas) ini terjadi pada 
khalifah yang keempat. Yang mana Ali bin Abi Thalib mendapat wasiat 
untuk menjadi pengganti nabi setelah sepeninggal beliau. Penunjukan 
tersebut dilakukan Nabi disuatu tempat bernama Ghadir Khum, yaitu daerah 
persipangan jalan menuju Madinah, Irak, Mesir, dan Yaman, sepulang beliau 
dari haji wada‟ tepatnya pada 18 dzulhijah tahun 10 H/631 M. Jumlah kafilah 
yang menyertai Nabi pada saat itu adalah 120.000 orang. Yang mana 
dimaksud dalam Al-qur‟an mengenai hal tersebut menurut Imam Khomeini 
tertungang dalam Surat an-nisa ayat 58 yang berbunyi: 
 ِال اُوُكَ َْتَ ْنَآ ِساَّنما ََْينب ُْتَُْكََح اَذ
ّ
اَو َايِلْىَآ َٰلَ
ّ
ا ِتَنَاَمَْأَا او ُّدَُؤث ْنَآ ْ ُُُرُِمَأي َ َّللَّا َّن
ّ
ا ا َّمِؼِه َ َّللَّا َّن
ّ
ا ۚ ِلْدَْؼم َّن
ّ
ا  ِۗوِب ُْكُُظَِؼي
اًيَِْصب اًؼي ِ َ  َنَكَ َ َّللَّا 
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
 memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 
Dalam Surat ini Allah menyampaikan bahwa Nabi harus memberikan 
amanah atau kepemimpinan kepada yang berhak menermanya. Jadi itulah 
yang dimaksud dengan penunjukan Pemimpin dari Allah dan Rasulnya. 
3. Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah 
Para sahabat nabi yang berada di Saqifah Bani Sa‟idah memiliki 
pemikiran yang berbeda yaitu dengan cara Perundingan atau musyawarah 
dengan para sahabat lainnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam firman 
Allah: 
 َنوُلِفُْني ُْهَُاْنكَزَر ا َّمِمَو ُْْ َْنََيب ٰىَروُص ُْهُُرْمَآَو َةَلَّ َّصما اوُمَاكَآَو ْْ ِ ِّبَّرِم اُوباَجَخ ْ سا َني ِ َّلَّاَو 
Artinya: 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka”. (QS.As-Syura: 38) 
 ٍةَْحَْر اَمَِبف ِفْغَخ ْ ساَو ُْْ ْنََغ ُفْغَاف ۖ َِلِْوَح ْنِم او ُّضَْفهَلَ ِْبلَْلما َظيَِلغ ا يَظف َتْنُن َْومَو ۖ ُْْ َيم َتْنِم ِ َّللَّا َنِم ُْْ َيم ْر
 َين ِ ِّكََّوخُْمما ُّب ُِيُ َ َّللَّا َّن
ّ
ا  ۚ ِ َّللَّا ََلَّػ ْ َّكَََّوَذف َتْمَيَغ اَذ
ّ
َاف ۖ ِرْمَْأَا ِفِ ُْهُْرِواَصَو 
Artinya: 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
 bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159) 
Dapat dilihat dari ayat diatas bahwa dalam pemilihan pemimpin dengan 
cara putusan tim formatur atau bermusyawarah oleh badan yang telah 
dibentuk untuk itu. Contohnya pengangkatan Khalifah Usman setelah 
Khalifah Umar yang dilakukan oleh tim formatur yang namanya ditentukan 
Umar saat sebelum wafat. 
4. Metode penunjukan melalui wasiat 
Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang 
menggunakan wasiat atau penunjukan dari pemimpin sebelumnya. Seperti 
contohnya adalah penunjukan Khalifah Umar bin Khatab yang dilakukan oleh 
Abu Bakar As Shidiq.  
5. Metode pemilihan oleh ahl al-halli wa al-aqdi 
Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang 
menggunakan anggota dari dewan ahli atau ang disebut dengan ahl halli wa 
al-aqdi yang anggotanya beberapa sahabat senior dari golongan anshar dan 
muhajirin yang menjadi wakil umat Islam pada masa itu. 
6. Metode revolusi dan kudeta 
Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang 
menggunakan cara melakukan sebuah gerakan yang betujuan untuk 
menggulingkan atau memakzulkan pemimpin yang sedang menjabat pada 
masa itu. Contohnya pada saat pengangkatan Khalifah Ali bin abi thalib 
sebagai Khalifah keempat yang melalui cara revolusi dan kudeta. Walaupun 
Ali tidak ikut serta dalam gerakan pemberontakan yang mengakibatkan 
 meninggalnya Khalifah Usman, Namun pengangkatan Ali dilalui dengan 
peristiwa revolusi berdarah. Sama hal nya dengan Ali contoh lainnya adalah 
Muawiyah bin Abu Sufyan, yang naik tahta setelah adanya perang saudara 
antara tentara Ali selaku pemerintahan yang sah pada saat itu dan pasukan 
pemberontak yang mana Muawiyah yang memimpinnya.  
7. Metode pemilihan langsung oleh rakyat 
Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang 
menggunakan metode pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat. 
Seperti yang dikemukakan oleh Abd al-rasyid Moten dalam bukunya yang 
menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib naik jabatan sebagai Khalifah melalui 
cara dipilih langsung oleh Rakyat. 
8. Metode penunjukan berdasarkan keturunan 
Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang 
menggunakan penunjukan langsung mirip dengan wasiat namun ini didasari 
dengan jalur keturunan. Seperti contohnya dilakukan oleh Muawiyah bin Abi 
Sufyan, yang atas usul Muhgirah bin Syubah, selaku gubenur Kuffah kala itu, 
menunjuk puteranya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan dirinya 
sebagai Khalifah. 
D. Mekanisme Pemberhentian  
Menurut Ibn Abi Rabi‟, al-ghazali, dan Ibn Taimiah, kekuasaaan kepala 
negara itu merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba 
pilihannya. Berbeda dengan tiga tokoh diatas Al Mawardi, dan Abd Al karim 
Zaidan, berpendapat bahwa kekuasaan dan kedaulatan kepala negara berasal dari 
 rakyat melalui kontrak sosial, bukan dari Tuhan. Karena dari rakyat maka 
sewaktu-waktu bila dikendaki rakyat kekuasaan itu dapat diambil atau diganti. 
Atau dengan kata lain Kepala tersebut dapat diberhentikan. Hal yang dapat 
diberhentikannya kepala negara adalah sebagai berikut: 
1. Melanggar Syariat 
2. Melanggar konstitusi 
3. Melanggar Hukum 
4. Meninggal dunia 
5. Menyimpang dari keadilan 
6. Kehilangan panca indera atau organ tubuh lainnya 
7. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai 
orang-orang terdekatnya 
8. Tertawan musuh 
9. Menjadi fasik atau jatuh kedalam kecenderungan syahwat, semisal 
berselingkuh 
10. Mengganti kelamin 
11. Menderita sakit gila atau cacat mental 
12. Menderita sakit keras yang tidak ada lagi harapan sembuh 
13. Murtad dari Islam 
 
 
 
 
 2.     Perangkat Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83  
Tahun 2015 
a.  Pengertian 
Perangkat Desa terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 
Tentang Desa yang dituangkan dalam Bagian Kelima, Pasal 48 sampai 
dengan Pasal 53, namun hanya berisikan penjelasan secara singkat tentang 
pengertian Perangkat desa.   
       Dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015 
Tentang Perangkat Desa, dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi, “Perangkat 
Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan 
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur 
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”.   
       Perangkat Desa juga dijelaskan kembali dalam Peraturan 
Daerah(Perda) yang mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung 
Selatan. Oleh karena itu peneliti mengangkat Peraturan Daerah(Perda) yang 
berasal dari daerah tersebut, yaitu Peraturan Daerah(Perda) No.6 Tahun 
2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 
ayat (10) yang berbunyi “Perangkat Desa adalah Pejabat-Pejabat 
Pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya, yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana 
Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis”.  44 
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        Menurut A.Saibani, dalam bukunya yang berjudul Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa Perangkat Desa 
yang terdiri dari Sekretaris Desa yang dibantu oleh pelaksana teknis dan 
unsur kewilayahan yang berasal dari warga setempat diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Desa dikonsultasikan dengan Camat atas nama 
Bupati/Walikota. Dengan itu Perangkat Desa bertanggung jawab kepada 
Kepala Desa.  
1. Unsur Staf 
Yang dimaksud dengan unsur staf adalah Sekretaris Desa dan Kaur. 
Sekretaris Desa memiliki peran pentingdalam Pemerintahan Desa, yang 
menjadi tugas utamanya adalah mengurusi administrasi desa. Contohnya, 
membuat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris Desa berstatus 
sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), sehingga hak dan kewajiban pns juga 
melekat kepada seorang Sekretaris Desa. Sekretaris Desa dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oleh unsur staf yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Urusan(Kaur). Kaur memiliki tugas melayani warga desa dalam 
banyak urusan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 
Pasal 62 ayat (2), paling banyak ada 3 bidang urusan yang ditangani dan 
dipimpin oleh seorang kaur. Tugas utama Kaur tertuang dalam Peraturan 
Menteri sebagai berikut: 
• Bersama-sama Kepala Desa dan Sekretaris Desa menjalankan 
Pemerintahan Desa. 
 • Membuat dan melaksanakan program pembangunan desa dan 
Kemasyarakatan. 
• Melayani masyarakat dalam setiap bidang. 
2. Unsur Pelaksana Teknis 
Yaitu pelaksana teknis lapangan seperti, pamong tani desa dan urusan 
keamanan atau Linmas yang menjaga keamanan desa.  
3. Unsur Kewilayahan 
Unsur Kewilayahan ini yang membantu tugas Kepala Desa dalam 
bidang Pemerintahan. Unsur ini diatur oleh Kepala Desa.  Disetiap daerah 
unsur kewilayahan memiliki nama yang berbeda, untuk daerah pedesaan, 
unsur ini diwujudkan dalam bentuk dusun. Dusun terdiri dari beberapa 
Rukun Warga(RW) yang berdekatan. Dusun dipimpin oleh seorang Kepala 
Dusun yang membantu jalannya Pemerintahan Desa ditingkat Dusun. 
Berikut tugas Kepala Dusun: 
•Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi. 
•Menajalankan sebagian tugas Kepala Desa yang dilimpahakan 
kepada Kepala Dusun. 
•Membina kehidupan masyarakat dusunnya. 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf 
atau Pejabat Pemerintahan Desa yang membantu tugas Kepala Desa yang 
diwadahi dalam Kesekretariatan Desa dalam bentuk unsur pelaksana teknis 
dan unsur kewilayahan. 
 
 b. Persyaratan 
   Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdapat dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa. yang dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 
yang berbunyi: 
• Pasal 2: 
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah 
memenuhi persyaratan umum dan khusus.
45
 
(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai  berikut: 
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau 
yang sederajat; 
b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh 
dua) tahun; 
c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di 
Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 
d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 
(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul 
dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. 
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah. 
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 • Pasal 3: 
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 
ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas: 
a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal 
paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun 
Tetangga atau Rukun Warga setempat; 
b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai; 
c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh 
yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; 
d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terahir 
yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari 
pejabat yang berwenang; 
e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 
f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat 
kesehatan yang berwenang; dan 
g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang 
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup. 
 
 
 c. Mekanisme Pengangkatan 
 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Bagian kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 yang berbunyi: 
• Pasal 4: 
1. Pengangkatan Perangkat Desa melalui Mekanisme sebagai berikut: 
a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari Seorang Ketua, 
Seorang Sekretaris dan minimal Seorang Anggota; 
b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat 
Desa yang dilakukan oleh tim; 
c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa 
dilaksanakan paling lama 2(dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa 
kosong atau diberhentikan; 
d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling 
sedikit 2(dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada 
Camat; 
e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat 
Desa paling lambat 7(tujuh) hari kerja; 
f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau 
penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 
g. Dalam hal Camat menberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan 
 h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa 
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat 
Desa. 
Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.  
d.     Mekanisme Pemberhentian  
 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Bagian ketiga 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 dan 6 yang berbunyi: 
• Pasal 5: 
1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi 
dengan Camat; 
2.    Perangkat Desa berhenti karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Permintaan sendiri; dan 
c. Diberhentikan; 
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c karena: 
a. Usia telah genap 60(enam puluh) tahun; 
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
c. Berhalangan tetap; 
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan 
 e. Melanggar Larangan sebagai Perangkat Desa. 
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan 
disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14(empat 
belas) hari setelah ditetapkan; 
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau 
sebutan lain ; 
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebgaimana dimaksud 
pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat 
Desa. 
Bagian Kedua 
Pembethentian Sementara 
• Pasal 6 : 
1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah 
berkonsultasi dengan Camat; 
2. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) karena : 
a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 
b. Ditetapkan sebagai terdakwa; 
c. Tertangkap tangan dan ditahan. 
3. Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah 
 oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dikembalikan 
kepada jabatan semula. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa diawali dengan konsultasi Kepala Desa dengan Camat selaku 
perwakilan Bupati/Walikota, yang menghasilkan Surat rekomendasi untuk 
Pengangkatan atau Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan aturan-aturan 
yang berlaku. 
B.     Tinjauan Pustaka 
Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum 
ada pembahasan secara mendetail mengenai pengangkatan dan pemberhentian 
perangkat desa. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, 
diantaranya: 
 Salman Alfarezi, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
dalam skripsi ditulis pada tahun 2017, yang berjudul “Pengangkatan Perangkat 
Desa Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Studi Di Pekon Negeriagung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus 
Tahun 2016)” ia membahas tentang pengangkatan perangkat desa di Desa tersebut 
ditahun 2016 dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait pengangkatan dan 
pemberhentian peragkat desa di Desa tersebut. Proses pengangkatan Perangkat 
Desa disana sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku 
dan tidak terdapat permasalahan dalam aturan Hukum Islam.
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 Alfarezi Salman, Skripsi: Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam 
dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung, Kecamatan Talang 
Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016), 2017, UIN Raden Intan Lampung 
 E. Enah, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsi 
ditulis pada tahun 2018, yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat dalam 
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Way Galih, Kecamatan 
Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)” . Ia membahas tentang peranan 
tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa, kesimpulannya adalah tokoh 
masyarakat menjadi motivator, pemberi arahan dan pendidikan politik untuk calon 
Kepala Desa, serta menjadi kontrol sosial agar tidak terjadi hal yang diinginkan 
dalam menyambut acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Way Galih, Kecamatan 
Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
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Pikri Rohman, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam 
skripsi ditulis pada tahun 2018, yang berjudul “Sistem Pemilihan Kepala Desa 
(Peratin) Perspektif ketatanegaraan dalam Islam (Studi Kasus di Pekon Way 
Jambu Labuhan Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat). Ia 
membahas tentang bagaimana sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon 
Way Jambu Labuhan Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat 
dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pemilihan kepala desa 
(Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, 
Kabupaten Pesisir Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah  berjalannya 
pemilihan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku, dan 
jika ditinjau dari hukum Islam dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam 
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 Enah. E, Skripsi: Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 
(Studi Kasus Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan), 2018, 
UIN Raden Intan Lampung 
 Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati 
masyarakat..
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T. Tesar, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsi 
ditulis pada tahun 2017, yang berjudul “Peran Mantan Kepala Desa Dalam 
Kepemimpinan Desa Periode 2013-2018 (Studi Kasus di Desa Soponyono, 
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus). Ia membahas tentang Posisi 
mantan kepala desa dalam relasi kepemimpinan di Desa Soponyono, Peran 
mantan kepala desa terhadap kebijakan dan kepemimpinan di Desa Soponyono, 
dan dampaknya terhadap kekuasaan dan kepemimpinan di Desa Soponyono. 
Kesimpulaannya adalah Mantan kepala desa kembali menjabat dalam pemeritahan 
desa sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Mantan kepala desa 
masih memiliki andil dalam pemerintahan melalui keluarganya yang menjadi 
perangkat desa, dalam pemerintahan yang mana Kepala Desa Kepala 
Urusan(Kaur) merupakan keluarga Mantan kepala desa dan beliau sendiri sebagai 
Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD).
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Dari sekian penelitian diatas belum ditemukan adanya pembahasan yang 
fokus pada penelitian ini. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk membahas lebih 
dalam tentang penelitian yang berjudul ”Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Desa Palas Aji, 
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Kabupaten Pesisir Barat), 2018, UIN Raden Intan Lampung 
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 Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”. Rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian 
Perangkat Desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 
Selatan, dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pengangkatan dan 
pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten 
Lampung Selatan. Temuan penelitian yang peneliti temukan dalam program 
Kuliah Kerja Nyata(KKN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 
tahun 2018 di Desa Palas Aji, Kecamtan Palas,Kabupaten Lampung Selatan 
adalah isu pendidikan perangkat desa yang belum memenuhi standar minimal 
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015, isu politik 
dimana kepala desa Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 
Selatan mengangkat kembali perangkat desa periode sebelumnya tanpa melalui 
proses penjaringan dan penyaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.83 Tahun 2015. 
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